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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

iMenimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi
. _ daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Y Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
1 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu
E , diatur tentang Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Lebong;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a
tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Rl Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3317);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan. Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40,
TambahanLembaran Negara Rl Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

: » (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 42,
¢ Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);

4. ‘Undang-Urdang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3686),

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten L.ebong dan
Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4349),




10.

1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara R! Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl .
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972
tentang Perusahaan Listrik Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 2983);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahuh 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3747);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 200 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;




15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pungutan Pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam - Negeri Nomor 173
' Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembararn daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujdan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
g dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

Mlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

‘Daerah adalah Kabupaten Lebong;
merintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
l Jewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong; ‘

mas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
L ebong;
pala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong;

* jak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang
akukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan
ngsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
erundang -undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
elenggaraan Pemenntah Daerah;




dan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
k yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
liputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
fFirma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang
b sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan
' Usaha Milik Negara yang mengurusi masalah ketenagalistrikan di Indonesia

alam hal ini diwakili oleh PT.PLN (Persero) Wilayah $2JB Ranting Muara
Aman;

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
- daerah atas penggunaan tenaga listrik;

L Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
¥ adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
# penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek
B pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundang-
' undangan Perpajakan Daerah;

' Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
& surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
. terutang; : ,

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang . digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
g penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
b fain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
© SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
¢ pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
- masih harus dibayar; '

| 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat -
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
' yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

' Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak yang
.~ terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak;

I Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
L untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

' pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
B dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah;




& Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian
¥ tndakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
i selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat jelas tindak pldana dibidang Perpajakan Daerah
. yang terjadi serta mer:emukan tersangkanya;

i menyelesaikan perselisihan perpajakan;

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap
penggunaan tenaga listrik.

) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tenaga
listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

. Penggunaan'tenaga hst|k oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik sebagalmana berlaku untuk pajak
negara,

. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

j. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah
dan lembaga sosial lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;

‘J e. Tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 4

) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
L listrik.

il .Wajib' Pajak adalah orang pribadi atau 8adan yang menjadi pelanggan listrik
i dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB 1lI
DASAR PENGGUNAAN DAN TARIF PAJAK

:»,ﬁ Pasal 5

b Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.

) N||a| jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
‘ dltetapkan
; a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan

‘, pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya

Badan penyelesaian sengketa pajak adalah Badan yang mempunyai tugas

" w —
hod




. Dalam hal tenaga listrik berasal dari FLN dan bukan PLN dengan tidak
» dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas
| tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga
satuan listrik yang belaku sesuai tarif dasar PLN.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,
ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang
i berlaku untuk PLN. “

i

Pasal 6
Pajak ditetapkan sebeigai berikut : | 1
°?'j, Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Golongan Tarif Bisnis

 (B) sebesar 3% (tiga persen) x besamya tagihan biaya penggunaan listrik /
] rekening listrik;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Golongan Tarif
. Rumah Tangga sebesar 10% (sepuluh persen) x besarnya tagihan biaya
penggunaan listrik/rekening listrik;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Golongan Industri
Besar, Industri Menengah/sedang dan industri kecilindustri rumah tangga
sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) x 30% TDL (Tarif Dasar Listrik) x
besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

ff'f Penggunaan téaaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Golongan
i bukan industri sebesar 6% (enam persen) x besarnya tagihan biaya
. penggunaan listrik/ rekening listrik;

3 Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Golongan
Industri, sebesar 7% (tujuh Persen) x besarnya tagihan biaya penggunaan
listrik/rekening listrik.

Pasal 7

#1) Untuk tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
disediakan sendiri (Genset), maka nilai jual tenaga listrik dihitung
i berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan
. listrik serta harga satuan yang berlaku untuk PLN.

) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
I disediakan sendiri (Genset), untuk Golongan Bukan Industri, sebesar 6 %
(enam persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas taksiran
penggunaan listrik X harga satuan yang berlaku untuk PLN pada saat itu.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
disediakan sendiri (Genset), untuk Golongan Industri, sebesar 7 % (tujuh
persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas taksiran penggunaan
listrik X harga taksiran yang berlaku untuk PLN pada saat itu.

) Teknis penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat
¥ yang disediakan sendiri untuk Golongan Bukan Industri dan Golongan
k  Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini akan diatur
g lebih lanjut oleh Bupati.




BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

9)' Besarnya Pajak Terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
§ dimaksud dalam Pasal 5§ Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

| Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
Pasal 10

i 3 . B . i 2 )

Mk terutang dalam masa;n pajak terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan
ok Daerah (SKPD). '

4

¥
o
f

4
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Pasal 11
. & Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari
§ bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

Wajib Pajak yang menggunakan listrik PLN, rekening listrik yang diterbitkan
' PLN merupakan SPTPD.

,, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan
E kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
g masa pajak.

| » SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan
B jclas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
e kuasanya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

- BAB VI
- TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila pemungutah pajak bekerjasamadengan bLN, rekening listrik
dipersamakan dengan SKPD. ’

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
rsen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.




Pasal 13

jb Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada
asal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
etapkan pajak sendiri yang terutang.

lam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
ppat menerbitkan : '

§ SKPDKB;

. SKPDKBT;

& SKPDN. |
ISKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila :
£a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak;

SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

. sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
t - terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

# bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; .

Ic. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

i secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yarig kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua pulufiw empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

KPDKBT sebagain'ﬁana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,
iterbitkan apabila . ditemukan data baru atau data yang semula belum
rungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
g akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
li (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. -

KPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
miah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau
ajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

pabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
| sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
 sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih
i dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa

¥

[ bunga 2 % (dua persen) sebulan.

]

enambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan . sendiri sebelum
B dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- hPembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
 oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,

b SKPDKBT dan STPD. |

pabila Pembayaran pajak dilakukan lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
ajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam
aktu yang ditentukan oleh Bupati. ’




Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal
ni dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 15
Y Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

' mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran péjak sebagaimana dinfaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
£ persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

f' Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata
. cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati. '

Pasal 16

1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
¥ tanda bukti pernbayaran dan-dicatat dalam buku penerimaan.

{2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB Vi
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

. ) -Surat Teguran atau; Surat Peringatan® atau surat lain yang sejenis sebagai
. awal tindakan pelakisanaan. penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
§ saat jatuh tempo pembayaran.

| ;‘ ' Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Téguran atau Surat ..
{ Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
P yang terutang.

j Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
g dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 18

W) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

I waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
i atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
b Surat Paksa.

R Bupati cq. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21
i (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
L atau surat lain yang sejenis.




Pasal 19 .

o pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah
al pemberitauan Surat Paksa, Bupati cq. Kepala Dinas segera menerbitkan
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

lah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
Bajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
',nntah Melaksanakan Penyitaan, Bupati cq. Kepala Dinas mengajukan
grermintaan penetapan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

telah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
ipelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
gkepada Wajib Pajak.

Pasal 22

”ntuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
WEPajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

1 - Pasal 23

,{1) Bupati berdasarkan permohonan Woajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

() Tata cara pemberian pengurangan, kéringanan dan pembebasan Pajak
§ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- BAB X

I _TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

E 2. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kese;lahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalan: penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah; . i :

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

b kesalahannya.

) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
I penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
B SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat
~ yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD,
' SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.




Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat
| Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini, Bupati cgq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan,
§ permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan
. penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

G o

- BAB Xi
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

i) Wajib Pajak dapat memberikan keberatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas
atas suatu:

. SKPD;

. SKPDKB;

. SKPDKBT;

. SKPDLB;

. SKPDN.

[ e Rl o K o Y

§) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

g disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPDN diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

‘ ) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak
| tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
[ diterima, sudah memberikan keputusan.

4 ) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
§ pada ayat (3) Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

®) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
b kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

f1) Waijib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan dari Bupati. ,

kewajiban membayar pajak.
Pasal 27

foabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau
Bnding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau
Wuruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
finga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

an 1

i
‘

|

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda,




BAB Xil
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
' pembayaran pajak kepada Bupati cq. Kepala Dinas secara tertulis dengan
i menyebutkan sekurang-kurangnya:

L a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

w b. Masa Pajak;

f c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak:

. d. Alasan yang jelas.

Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
- bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

‘Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
i Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan pambayaran pajak dianggap dikabulkan dan -

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

.;i Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

~.Pengembalian keélebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
B lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
& Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
R waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati cq. Kepala Dinas
L - memberikan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
. pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

't')i]a kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
finnya, sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pmindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga bukti berlaku sebagai bukti
bayaran. ’ ‘

BAB Xiil
KADALUARSA

Pasal 30

Mak untuk Melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui
. jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung terhitung sejak saat terutangnya pajak,
E kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan
i Daerah.
gj Kadaluarsa penagihan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
k(1) tertangguh apabila :

b a. Diterbitkan Surat Teguran Dan Surat Paksa;

B b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
. langsung. |

o




BAB XV
| KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

.. wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

i) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

¥ a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

» b. Menerima, mencari, mehgumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
E atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

g ¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
| penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau
] tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
. identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
o pada huruf e;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah; ’

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

e
g S
e, 2 o

Penyidik $ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajb
memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.




BAB XV
; KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

l) Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan
L - mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini di ancam
i pidana kurungan valing lama 3 (tha) bulan atau denda sebanyak-
g - banyaknya "Rp. 51)00 000,- (lima juta rupiah).. :

‘ Tindak pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4 BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 1

Pasal 33

l‘ g I-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
plaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34
(raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ngar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Rabupaten Lebong.-

. Ditetapkan
Pada tanggs ober 2007

: Wrs H. DALHADl UMAR, BSc

Dlundangkan di Tubei
. Pada tanggal 31 Oktober 2007

,a/ SEKRETARIS DAERAH 4/

Drs. SU E EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR & TAHUN 2007

PRAERINTAN KABUPATEN LEBONS |
ERGEN HOUKum

: T RHEL AR AU RO
\.,‘} 5, N .v._\.“vr;;“"n o
TR BB ;\; J




BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan

mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini di ancam -

¢ pidana kurungan paling lama 3 (tiga) ‘bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

D) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3:’;

N ‘I'-hal yang belum diatur c'ialam Peraturan Daerah ini éepanjang mengenai teknis
glaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Fabupaten Lebong.

i

‘ ‘ Diundangkan di Tubei
§ Padatanggal 31 Oktober 2007

——,

ARIS DAERAH

IE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2007

L s ety



	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

